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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berau, 21 Oktober 1998, agama

Islam,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Jalan

Mutiara,  Rt.013,  Kelurahan  Gunung  Tabur,  Kecamatan

Gunung  Tabur,  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan

Timur,  Dalam  Hal  Ini  Menggunakan  Domisili  Elektronik

Dengan  Alamat  Email:  ellmaangraina21@gmail.com,

sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 12 Februari 1997,

agama  Islam,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  Pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mutiara, Rt.013,

Kelurahan  Gunung  Tabur,  Kecamatan  Gunung  Tabur,

Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Sekarang

Beralamat  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II,  Jalan

Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung

Redeb,  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan  Timur,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb,  dengan  Nomor  550/Pdt.G/2024/PA.TR,

tanggal 04 November 2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada tanggal 26 Desember 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Desember 2019;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

Jalan  Mutiara,  RT.013,  Kelurahan  Gunung  Tabur,  Kecamatan  Gunung

Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;  

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  telah di  karuniai  2  (dua)  orang anak

yang masing-masing bernama:    

3.1. ANAK PERTAMA, Berau 04 Oktober 2014;  

3.2. ANAK KEDUA, Berau 13 Mei 2020;  Saat ini anak-anak tersebut

berada dalam pengasuhan Penggugat; 

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamaikan sejak bulan Mei 2021; 

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:

5.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;  

5.2. Tergugat setiap hari jalan bersama teman-temannya hingga

larut malam;  

5.3. Ketika  terjadi  pertengkaran  beberapa  kali  Tergugat

melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Tergugat memukul dan

menampar Penggugat;  

6. Bahwa  pada  tanggal  3  Oktober  2023  Tergugat  ditangkap  aparat

kepolisian  dengan  tuduhan  telah  melakukan  Tindak  Pidana   tanpa  hak
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menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, dan berdasarkan

petikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Redeb  Nomor:

48/Pid.Sus/2024/PN  Tnr  Tergugat  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  6

(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut,  Penggugat  memohon kepada

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  Sambaliung,

Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  dengan  Nomor

XXXXXXXXXXX tanggal 26 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi  salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Redeb  Nomor

48/Pid.Sus/2024/PN.Tnr tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya

dan  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya  bahwa  Penggugat

tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dan  mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka  Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  pemeriksaan  perkara  ini

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim telah  berupaya

menasehati  Penggugat secara  langsung  di  persidangan  agar  tidak  bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka

upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok  Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana

surat  gugatannya  hingga  mengakibatkan  sejak  tanggal  3  Oktober  2023

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di tangkap

oleh  pihak  Kepolisian  karena  diduga  melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak

menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I”,  hingga  akhirnya
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Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan  dan sejak itu

pula  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak memberikan tanggapan ataupun jawabannya karena Tergugat tidak hadir

dipersidangan  maka  berdasarkan  Pasal  311  R.Bg.  Tergugat  dianggap

mengakui  atau  setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang

dimaksud pada  Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,  sehingga  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal

1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia,  perkara  ini  menjadi  kompetensi  relatif dan  merupakan  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam memeriksa dan memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2 (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah)  yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai  Pasal

Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan
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terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal  26 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu  Penggugat memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  maka  telah  terbukti  bahwa

Tergugat  oleh Pengadilan Negeri  Tanjung Redeb melalui  putusannya Nomor

48/Pid.Sus/2024/PN.Tnr, tanggal 29 Februari 2024, Tergugat dijatuhi hukuman

pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  denda  sejumlah

Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana

denda tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, dan bukti-bukti

yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang

disimpulkan sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah yang telah

melaksanakan  perkawinan  pada  tanggal  26  Desember  2019,  dan  dari

perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa  sejak  tanggal  3  Oktober  2023  lalu  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah  tempat  tinggal,  dan  yang  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman  bersama  adalah  Tergugat  karena  ditangkap  oleh  pihak

kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana, “tanpa hak menjadi

perantara dalam jual beli narkotika;

 Bahwa Tergugat juga telah divonis pidana penjara selama 6 (enam)

tahun  dan  denda  sejumlah  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)

dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti

dengan  pidana  penjara selama  3  (tiga)  bulan  berdasarkan  putusan

Pengadilan  Negeri  Tanjung  Redeb  Nomor  48/Pid.Sus/2024/PN.Tnr,

tanggal 29 Februari 2024;
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 Bahwa  selama  berpisah  keduanya  tidak  pernah  kumpul  bersama

layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berkesimpulan jika  alasan perceraian Penggugat sebagaimana dalam

gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  salah  satu  pihak

mendapat  hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat

setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  74  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  dinyatakan  apabila  gugatan  perceraian

didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk

memperoleh   putusan  perceraian,  sebagai  bukti  Penggugat  cukup

menyampaikan  Salinan  Putusan  Pengadilan  yang  berwenang  yang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  alasan perceraian  Penggugat  terhadap  Tergugat

telah memenuhi  ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi  Hukum Islam, maka  gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat,

sebagaimana  yang  tercantum dalam petitum nomor  2  surat  gugatan,  maka

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in shughra dari  Tergugat atas diri

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  28  Nopember  2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami

Khalishatun  Nisa,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Bijak  Enhasiwi

Putusukma,  S.H.I.  dan  Jafar  Shodiq,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan

disampaikan  kepada para pihak melalui Sistem Informasi  Pengadilan pada

hari itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  Suhaimi,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.
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Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp.  60.000,00
2. Biaya Proses Rp.  75.000,00
3. Panggilan Rp.  34.000,00
4. Meterai Rp.  10.000,00

Jumlah  Rp.  179.000,00
        (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 Nopember 2024

Disalin sesuai aslinya

Panitera, 

Muhammad Arsyad, S.H.
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